WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan, jenis dan mekanisme pelayanan
perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan mengalami
perubahan, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali
terhadap Peraturan Wali kota Kupang tentang Pendelegasian
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Kupang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Kupang Nomor 44
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996

tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun
2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 307);

Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021
Nomor 567);

Peraturan Wali kota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Berita Daerah Kota Kupang
Tahun 2022 Nomor 624);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI  BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Kupang Nomor 44 Tahun 2022

tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

(Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat

(2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat

(2¢) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2a)

(2b)

Pasal 12

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a.

d

€.

A

penerbitan produk pelayanan Perizinan Non Berusaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

.penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Non

Berusaha yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;

. penolakan permohonan pelayanan Perizinan Non Berusaha yang tidak

memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;

. penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha,;

pencabutan dokumen Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan;

penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Penyelenggaraan perizinan non berusaha dilakukan melalui aplikasi
SIPINTAR.

Penandatanganan Perizinan Non Berusaha melalui aplikasi SIPINTAR
berupa tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat
dilakukan sepanjang memiliki akses aplikasi dan ditandatangani oleh

yang berwenang dengan mempedomani ketentuan mengenai informasi



dan transaksi elektronik dan penyelenggaraan sistem dan transaksi

elektronik.

(2c) Dalam hal terjadi gangguan pada Aplikasi SIPINTAR pada pelayanan

Perizinan Non Berusaha yang waktu penyelesaian lebih dari 2 hari kerja
dapat diakses secara manual.

Jenis-jenis perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ditambah ayat 5, 6 dan

7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

()

()

Pasal 13
Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan Kketentuan perundang-
undangan.
Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan.
Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempedomani ketentuan jenis pelayanan non perizinan meliputi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfataan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha, Surat
Keterangan Penelitian/Survey, Keterangan Pemasangan Baliho/Umbul-
umbul/Spanduk, serta Kartu Pengawasan Trayek Angkutan Penumpang
Umum, Keterangan Pendirian Rumah Ibadah serta Izin Sementara
Pemanfaatan Gedung.
Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Penyelenggaraan  Pelayanan  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kegiatan Non Berusaha, Surat Keterangan
Penelitian, Surat Keterangan Pemasangan Atribut, Surat Keterangan
Terdaftar Penyehat Tradisional, Kartu Pengasawan Trayek Angkutan
Penumpang Umum, Keterangan Pendirian Rumah Ibadah serta Izin

Sementara Pemanfaatan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dilakukan melalui Aplikasi SIPINTAR.



(p) Penandatanganan Perizinan Non Berusaha melalui aplikasi SIPINTAR
berupa tanda tangan elektronik.

(7) Dalam hal terjadi gangguan pada Aplikasi SIPINTAR pada pelayanan
Perizinan Non Berusaha yang waktu penyelesaian lebih dari 2 hari kerja

dapat diakses secara manual.

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 13A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A
Penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melalui
aplikasi SIMBG dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan target
penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Kupang;
b. Pengadministrasian retribusi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang; dan

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah teknis guna mendapat pertimbangan
pemenuhan syarat dan rekomendasi administrasi terhadap permohonan
layanan perizinan.

(2) Perangkat daerah teknis sebagai Pemberi pertimbangan wajib secara
administrasi membuat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
guna penerbitan layanan perizinan yang diupload dalam aplikasi yang
digunakan pengurusan perizinan dan non perizinan.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
Pelayanan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

(4) Penyelenggaraan  Pelayanan  Persetujuan  Kesesuaian = Kegiatan
Pemanfataan Ruang (PKKPR) kegiatan Non Berusaha, tindakan verifikasi
dalam Aplikasi SIPINTAR yang diterbitkan Kepala Perangkat Daerah
Teknis khusus yang membidangi Tata Ruang disamakan dengan

Rekomendasi.



Pasal I
Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Mei 2024
Pj. WALI KOTA KUPANG,

,‘;

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Lhcicnsia]

A. D. E MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 676

Paraf Hierarki

Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang

Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

? Res

Kupang (Pemrakarsa)




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TANGGAL 16 MEI 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA KUPANG NOMOR 44 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS  PENANAMAN MODAL  DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
KUPANG

JENIS-JENIS PERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

KOTA KUPANG

NO.

JENIS PERIZINAN

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan

B

Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan

Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata

Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian

ol oy Y B

Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi

Perizinan Berusaha Sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan

Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan

10.

Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan dan Kehutanan

11.

Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

12.

Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

13.

Perizinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan

Perizinan Non Berusaha

14.

Izin Penyelenggaraan Reklame (Izin Reklame)

15.

[zin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D Non BLU/BLUD

16.

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D Non BLU/BLUD

17.

Izin Mendirikan Puskesmas Non BLUD




NO

JENIS PERIZINAN

18. | Izin Operasional Puskesmas Non BLUD

19. | Izin Mendirikan Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD

20. | Izin Operasional Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD

21. | Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Non
BLU/BLUD

22. | Izin Operasional Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Non
BLU/BLUD

23. | Izin Praktik Dokter Umum

24.| Izin Praktik Dokter Spesialis

25. | Izin Praktik Dokter Sub Spesialis

26. | Izin Praktik Dokter Internship

27.| Izin Praktik Dokter Gigi

28. | Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis

29. | Izin Praktik Dokter Gigi Sub Spesialis

30. | Izin Praktik Perawat

31.| Izin Praktik Bidan

32. | Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan

33. | Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat

34. | Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/ Vokasi Farmasi

35. | Izin Praktik Tenaga Gizi

36. | Izin Praktik Apoteker

37.| Izin Praktik Psikolog Klinis

38. | Izin Praktik Fisioterapi

39.| Izin Praktik Terapis Okupasional

40. | Izin Praktik Terapis Wicara

41. | Izin Praktik Akupuntur

42.| Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

43. | Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler

44. | Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah

45. | Izin Praktik Optometris

46. | Izin Praktik Refraksionis Optisien

47. | lzin Praktik Teknisi Gigi

48. | Izin Praktik Penata Anastesi

49. | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

50. | Izin Praktik Audiologis

51.] Izin Praktik Radiografer




NO JENIS PERIZINAN
52. | Izin Praktik Elektromedis
53. | Izin Praktik Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
54. | Izin Praktik Fisikawan Medis
55. | Izin Praktik Ortotis Prostetis
56. | Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
S7. | Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
58. | Izin Praktik Promotor Kesehatan
59. | Izin Praktik Entomolog Kesehatan
60. | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
61. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan
62. | Izin Operasional Satuan Pendidikan
C. Non Perizinan
63. | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
64. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Non Berusaha
65. | Surat Keterangan Penelitian/Survey
66. | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
67. | Kartu Pengawasan Trayek Angkutan Penumpang Umum
68. | Izin Keterangan Pendirian Rumah Ibadah
69. | Izin Sementara Pemanfaatan Gedung

Pj. WALI KOTA KUPANG,

Paraf Hierarki

Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang

Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Kupang (Pemrakarsa
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